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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah adalah sumber daya alam yang sangat diperlukan untuk mencukupi
segala aspek kebutuhan baik dalam segi ekonomis, segi sosial politik serta keamanan
pertahanan guna menunjang kehidupan sebagian besar makhluk hidup. Oleh karena
itu maka pemerintah Indonesia membuat peraturan Khusus tentang tanah yaitu
undang — undang Nomor 5 tahun 1960 yang biasa disebut UUPA (Undang-undang
Pokok Agraria).

Pembentukan Undang-undang Pokok- Agraria (WUPA) ini untuk mengakhiri
adanya dualisme hukum tentang tanah yang ada di Indonesia. Berkenaan dengan
perkembangan masalah pertanahan dewasa ini, selain tanah pertanian juga masalah
tanah pemukiman yang perlu-ada pengaturan, pemilikan dan pemanfaatannya melalui
kegiatan konsolidasi tanah perkotaan ‘maupun pedesaan sejak tahun 1990 sampai
sekarang. Fungsi tanah di negara Indonesia mempunyai fungsi yang sangat penting
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta tidak terpisahkan dari
kebijakan Pembangunan Nasional, hal ini teratur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang —
Undang Dasar 1945, yang menyatakan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar —



besarnya kemakmuran rakyat”, sehingga dari ketentuan itulah dapat disimpulkan

sebagai berikut :

Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola untuk
sebesar — besarnya kemakmuran rakyat. Untuk pengelolaan bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh Negara. Serta tujuan pengelolaan
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah untuk murni
kemakmuran rakyat.

Berdasarkan hal — hal tersebut dapat diketahui bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD
1945 merupakan dasar hukum bagi penyusunan UUPA, dan merupakan sumber
hukum (materiil) dalam pembinaan hukum agraria nasional dan UUPA meletakkan
dasar — dasar bagi hukum agraria nasional yang akan membawa kemakmuran,
keadilan serta kepastian-hukum bagi bangsa dan Negara.*

Dalam perkembangannya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), permasalahan tanah menjadi
semakin kompleks, disatu sisi kompleksitas masalah tanah terjadi sebagai akibat
meningkatnya kebutuhan-tanah untuk keperluan berbagai kegiatan pembangunan dan
pertumbuhan penduduk yang cepat dengan penyebaran yang tidak merata antara
wilayah. Di sisi- lain, kompleksitas ini-muncul karena luas tanah relatif tidak
bertambah.? Hal persoalan tanah yang dihadapi ini karena meningkatnya jumlah

penduduk tidak seimbang dengan luas tanah, sehingga tanah menjadi objek yang

! Indonesia, Undang-undang Dasar 1945,Pasal 33
2 Lutfi 1. Nasoetion,et al., Konflik Pertanahan (Agraria) Menuju Keadilan Agraria (70 Tahun
Gunawan Wiradi), (Bandung : Yayasan Akatiga, 2002), him. 8



sering diperebutkan sehingga seringkali muncul persengketaan. Semua itu dilakukan
agar dapat memenuhi rasa kebutuhan hidup yang terus meningkat. Tanah menurut
kodratnya adalah benda mati, tetap pada keadaan semula atau tidak bisa berkembang,
mengingat kebutuhan masyarakat dan pemerintah dalam bidang tanah terus
meningkat yang menyebabkan kedudukan tanah menjadi sangat penting terutama
mengenai kepemilikan. penguasaan, dan penggarapan tanah. Oleh sebab itu menjadi
tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan - sistem pertanahan yang dapat
meningkatkan kemakmuran juga kesejahteraan rakyat.

Pasal 6 Undang — Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 yang
selanjutnya disebut UUPA berbunyi “semua hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial”. Penjelasan umum fungsi sosial hak atas tanah berarti hak atas tanah apapun
yang ada pada seseorang, tidaklah dibenarkan bahwa tanah itu akan dipergunakan
semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi, apalagi jika hal itu menimbulkan
kerugian pada masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan
sifatnya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan masyarakat dan Negara.®

Negara -Indonesia -merupakan. negara hukum, segala bentuk kegiatan
pembangunan harus - berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum digunakan agar
pembangunan nasional dapat berjalan dengan tertib dan terhindar dari perbenturan
kepentingan, khususnya perbenturan kepentingan soal tanah sehingga hukum akan

melindungi hak seseorang yang memiliki dan menguasai tanah tersebut.

% Indonesia, Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Pasal 6



Perangkat peraturan pemerintah mengenai pertanahan telah diterbitkan, sebagai
suatu bukti pemerintah telah memberikan kepastian hukum tentang kepemilikan
tanah. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan diundang-undangkannya UUPA
(Undang-undang Pokok Agraria), meletakkan dasar — dasar serta memberikan
kepastian hukum mengenai hak — hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia
sehingga tanah harus didaftarkan di kantor pertanahan yang ada di kabupaten atau
kotamadya agar pemerintah memberikan kepastian -hukum.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, belum berpengaruh terhadap semua lapisan masyarakat terutama
masyarakat desa yang belum mengerti tentang pentingnya membuat sertipikat atas
tanah miliknya, sehingga hukum belum bisa menjamin apakah ia yang berhak akan
tanahnya tersebut. Biasanya para pemilik tanah yang ada di desa kabupaten
Tangerang hanya memiliki pajak, girik, atau Letter C, dan pada umumnya mereka
tersebut lah merupakan pemilik tanah.

Girik bukanlah sertipikat, tetapi adalah surat tanda pembayaran pajak atas
lahan, yang merupakan bukti bahwa seseorang menguasai sebidang tanah tersebut
dan girik sama sekali tidak kuat status hukumnya seperti sertipikat, melainkan girik
dapat dijadikan dasar -untuk ~membuat —sertipikat tanah. Biasanya tanah girik
mengalami suatu proses peralihan hak dari tangan ke tangan lain, dimana semula
berbentuk hamparan tanah yang sangat luas, dan kemudian dibagi menjadi beberapa
bidang tanah yang lebih kecil. Proses peralihan hak atas tanah girik tersebut biasanya

dilakukan dihadapan kepala desa. Namun, banyak juga yang hanya dilakukan



berdasarkan kepercayaan dari para pihak saja sehingga tidak ada surat — surat apapun
yang dapat digunakan untuk menelusuri kepemilikannya.*

Dalam penjelasan Undang — Undang Pokok Agraria dikatakan bahwa
Pendaftaran tanah akan diselenggarakan secara sederhana dan mudah dimengerti serta
dijalankan oleh masyarakat yang bersangkutan, ketentuan ini perlu mendapat
perhatian pemerintah untuk melaksanakan pembenahan dan perbaikan di bidang
pendaftaran tanah terutama hal — hal yang berkaitan dengan pelayanan tanah — tanah
adat dimana pendaftaran tanah masih menggunakan alat bukti pembayaran pajak
masa lalu seperti girik dan petuk sebagai alas hak sedangkan administrasi girik dan
petuk tersebut secara prinsipnya sudah tidak ada.

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan tanah atas pemilik hak
atas tanah, maka hak atas tanah wajib-ada sertipikat hak atas tanah, sedangkan untuk
melaksanakan fungsi informasi, data yang berkaitan dengan aspek fisik dan yuridis
dari bidang — bidang tanah sudah terdaftar, dinyatakan terbukti untuk umum (asas
publisitas).®

Sertipikat tanah akan memberikan arti atau peranan penting bagi pemegang hak
yang bersangkutan sebagai alat bukti hak atas kepemilikan tanah. Namun dengan
adanya sertipikat bukanlah jaminan bahwa tanah tersebut tidak ada sengketa, tetapi
dengan adanya sertipikat tersebut dapat dijadikan sebagai pegangan dan kepastian

hak atas subjek tanah tersebut bahwa tanahnya telah diukur, telah ditentukan batas —

4 Rinto Manulang, Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya, (Jakarta : PT. Suka Buku,
2011), him. 14
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batasnya oleh yang berwenang untuk itu telah diberikan hak atas nama pemilik. Lebih
memperhatikan kepada berbagai kepentingan akan penguasaan dan penggunaan tanah
dewasa ini, salah satunya dengan cara peralihan hak atas tanah terhadap tanah yang
belum bersertipikat. Perbuatan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara jual beli,
hibah, tukar menukar dan sebagainya. Kekuatan pembuktian yang sah sebaiknya
dilakukan dihadapan seorang pejabat umum yaitu Notaris dan PPAT untuk
memperoleh pembuktian yang kuat.®

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan pendaftaran tanah
berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melaksanakan tujuan
pendaftaran tanah dan membantu sebagian tugas Kantor Pertanahan. Produk akta
yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum
tersebut ‘harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, terutama pada saat
proses pendaftaran aktanya dalam penerbitan sertipikat. “Pejabat Pembuat Akta
Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta — akta
tertentu.””’

Segi profesionalitas -Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan
akta perlu ditingkatkan. —Salah satu cara  PPAT meningkatkan kualitas
profesionalitasnya adalah dengan - memahami secara keseluruhan perangkat hukum di
bidang pertanahan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dihadapkan pada

permasalahan, karena adanya perbedaan persepsi terhadap ketentuan yang ada.

® Adrian Sutedi, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), him.
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Penerbitan sertipikat diperlukan suatu proses yang melibatkan pihak pemohon,
para pemilik tanah yang bersebelahan, pamong desa maupun pihak instansi yang
terkait seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam hal ini kantor pertanahan
berfungsi sebagai tempat untuk pengurusan keperluan pendaftarannya. Para pihak
yang terkait dalam pensertipikatan tanah berfungsi sebagai media untuk memperoleh
penjelasan mengenai surat — surat yang dijadikan sebagai alas hak permohonan
penerbitan sertipikat. Penjelasan baik lisan maupun tertulis dari pihak terkait
memiliki peluang untuk terjadinya pemalsuan, kadaluwarsa bahkan ada kalanya tidak
benar atau fiktif sehingga timbul sertipikat cacat hukum.

Masyarakat kabupaten dalam hal ini Kabupaten Tangerang, banyak yang
menggunakan jasa PPAT untuk melakukan pengurusan penerbitan sertipikat.
Fenomena ini terjadi di kabupaten besar dengan latar belakang tingkat aktivitas dan
kesibukan yang tinggi. Masyarakat yang tergolong dalam tingkat aktivitas yang tinggi
ini merasa terhalang oleh faktor waktu. Kondisi seperti ini membuat sebagian
masyarakat yang bersangkutan cenderung meminta jasa PPAT dalam menyelesaikan
pengurusannya.

Kewenangan PPAT untuk membuat produk akta yang berkaitan dengan
pertanahan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun
1998 adalah dalam rangka turut serta menciptakan kepastian, ketertiban, dan
pelindungan hukum dibidang hukum pertanahan nasional yang merupakan tujuan
pokok dari Undang — Undang Pokok Agraria (UUPA).

Produk akta PPAT merupakan salah satu sumber utama dalam rangka

pemeliharan pendaftaran tanah di Indonesia. PPAT sudah dikenal sejak berlakunya



Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dimana
peraturan tanah sebagai pelaksana UUPA. Pentingnya fungsi PPAT perlu kiranya
diadakan peraturan tersendiri yang mengatur tentang PPAT sebagaimana yang
ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang
pendaftaran tanah, demikian juga setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan
Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dikatakan PPAT adalah
“Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta — akta otentik mengenai
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak atas satuan rumah
susun”.8

Berdasarkan pasal tersebut, oleh karena itu pada dasarnya kewenangan PPAT
berkaitan erat dengan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak
Milik atas Satuan Rumah Susun. Membuktikan adanya perbuatan hukum pendaftaran
tanah atas tanah dan atau bangunan haruslah dibuat akta otentik. Tanpa adanya akta
otentik maka secara hukum perbuatan hukum untuk mendaftarkan suatu hak atas
tanah dan bangunan belum sah. Maka dari itu, penulis merasa perlu membahas
mengenai suatu -penelitian —dengan judul “ANALISIS YURIDIS TINDAKAN
PENGURUSAN PENDAFTARAN TANAH OLEH PEJABAT PEMBUAT

AKTA TANAH (PPAT) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KABUPATEN TANGERANG.”

8 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, Pasal 7 Ayat 3



1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian tesis ini sebagai berikut :

1.2.2 Bagaimana tindakan pengurusan hak pendaftaran tanah oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Jo
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 di Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Tangerang ?

2.2.2 ' Bagaimana tindakan pengurusan hak dalam pemeliharaan data pendaftaran
tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kantor Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Tangerang ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian
Dari permasalahan diatas, maka tujuan penelitian thesis ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan Pejabat Pembuat Akta
Tanah dalam pengurusan pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan

Nasional.



2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban Pejabat Pembuat Akta
Tanah serta tindak lanjutnya dalam pengurusan pendaftaran tanah di

Kantor Badan Pertanahan Nasional.

1.3.2 Manfaat Penelitian
a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dibidang hukum
pertanahan di Indonesia bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui
lebih jelas mengenai prosedur pengurusan pendaftaran tanah pertama kali.
b. Dengan terjawabnya permasalahan didalam penelitian ini, maka
diharapkan dapat diketahui peranan dan kewajiban Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) sebenarnya berdasarkan ketentuan yang berlaku di

Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan
Dalam penulisan thesis ini terdiri atas 5 (lima) bab yang disertai dengan
beberapa sub “bab, diantara bab pertama sampai dengan bab ke-lima memilki

keterkaitan yang disusun secara teratur yaitu-:

BABI PENDAHULUAN
Dalam bab ini membahas secara garis besar mengenai Latar Belakang,
Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode

Penelitian, Sistematika Penulisan.
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BAB |1

BAB Il

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI
SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 2016 JO PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 37 TAHUN 1998

Dalam bab ini membahas mengenai pentingnya pendaftaran tanah
pertama kali, penerbitan sertipikat, fungsi hak — hak atas tanah, upaya
penerapan sistem pendaftaran tanah dengan sistem positif di
Indonesia, sistem publikasi pendaftaran tanah dalam hukum' tanah
Indonesia, keberlakuan sertipikat hak atas tanah, instrumen pokok
penerbitan sertipikat hak atas tanah, syarat pendaftaran tanah, subjek
dan objek pendaftaran-tanah, pengertian pendaftaran tanah, proses
pendaftaran tanah, asas pendaftaran tanah, manfaat dan tujuan
pendaftaran tanah, kewenangan PPAT, tugas dan kewajiban PPAT,
Kode Etik PPAT, Peran PPAT dalam rangka proses sertifikasi tanah,

Hakikat PPAT, akta PPAT sebagai sumber data, Fungsi akta PPAT.

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan metode penelitian hukum
proses pengurusan penerbitan sertipikat tanah oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah di Kantor Pertanahan sejak berlakunya peraturan

pemerintah nomor 24 Tahun 1997.
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BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN MENGENAI PENGURUSAN

BAB V

PENDAFTARAN TANAH YANG DILAKUKAN OLEH
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KANTOR
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN
TANGERANG

Dalam bab ini, Peneliti akan menganalisis obyek penelitian yang
digunakan dalam penulisan thesis ini, dimana dari analisis atas obyek
penelitian sehingga peneliti dapat menjawab permasalahan yang ada
dalam penelitian ini.

Hasil penelitian, proses dalam pengurusan pendaftaran tanah pertama
kali oleh PPAT, kesesuaian peran PPAT dalam tindakan pengurusan
pendaftaran tanah pertama kali menurut ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tugas dan Kewajiban serta
Hakikatnya PPAT dalam pengurusan pendaftaran tanah pertama kali
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Jo Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

PENUTUP
Berisi Kesimpulan dan Saran yang merupakan telaahan dari
pembahasan keseluruhan penulisan ini dan sebagai jawaban dari pokok

permasalahan.
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